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ABSTRAK 

 

Terbentuknya sistem pembiayaan berbasis prinsip fidusia di Indonesia menimbulkan 

tantangan baru terkait tanggung jawab hukum debitur atas jaminan fidusia. Dalam 

praktiknya, banyak debitur, baik sengaja maupun tidak sengaja, tidak mematuhi ketentuan 

perjanjian fidusia, seperti tidak melakukan angsuran pembayaran atau mengalihkan 

jaminan tanpa izin kreditur. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, 

termasuk masalah wanprestasi, perlindungan hak kreditur, dan keadilan dalam 

penanganan jaminan fidusia. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dua bidang 

utama: pertama, konsep tanggung jawab debitur atas jaminan fidusia sebagaimana 

didefinisikan dalam hukum Indonesia, dan kedua, akibat hukum jika debitur tidak 

memenuhi tanggung jawab tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara 

mendalam konsep tanggung jawab debitur atas jaminan fidusia dari perspektif hukum 

Indonesia dan untuk melihat akibat hukum yang timbul ketika debitur gagal memenuhi 

tanggung jawab tersebut. Studi ini juga berharap dapat membantu meningkatkan diskusi 

hukum seputar agunan, terutama dengan memberikan perlindungan yang lebih baik 

kepada kreditur dan memperjelas tanggung jawab debitur. Untuk mencapai hal ini, 

penelitian ini menggunakan kombinasi metode hukum dan konseptual, dengan 

mengumpulkan informasi dari literatur yang ada, undang-undang, putusan pengadilan, 

dan interpretasi hukum terkait kewajiban fidusia. Studi ini menggunakan teori-teori dari 

hukum kontrak, hukum agunan, dan penyelesaian sengketa untuk lebih memahami 

bagaimana tanggung jawab dan konflik antara debitur dan kreditur ditangani. Temuan 

penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab debitur dalam perjanjian fidusia 

berlandaskan pada prinsip kepercayaan dan keadilan. Debitur harus melindungi agunan 

yang disimpan dalam perwalian dan tidak dapat memberikannya tanpa persetujuan 

kreditur. Jika mereka melanggar aturan ini, itu mengarah pada wanprestasi, yang 

memungkinkan kreditur untuk mengambil kendali atas agunan tersebut. Namun, 

bagaimana kreditur menegakkan aturan ini dapat menyebabkan masalah, terutama pada 

Pasal 33 Undang-undang tentang Jaminan Fidusia. Dalam undang-undang ini dikatakan 

bahwa aturan apa pun yang memungkinkan pengalihan kepemilikan tidak sah. Hal ini 

menciptakan konflik antara keadilan, melindungi kepentingan kreditur, dan hak-hak 

debitur. Melihat berbagai kasus pengadilan, jelas bahwa ketika debitur melanggar aturan, 

mereka dapat menghadapi hukuman perdata dan pidana, tergantung pada situasinya. Studi 

ini menyimpulkan bahwa sangat penting bagi debitur untuk bertanggung jawab atas 

agunan perwalian agar perjanjian keuangan tetap berjalan dengan baik. Debitur harus 

mengetahui hukum dan membantu memastikan bahwa kreditur dilindungi secara hukum. 

Sarannya termasuk membuat Undang-Undang Jaminan Fidusia lebih jelas dengan 

merevisi bagian yang membingungkan, membuat proses penegakan aturan lebih 

sederhana tetapi tetap melindungi hak-hak debitur, dan meningkatkan kesadaran publik 

tentang akibat hukum jika tidak mengikuti aturan dalam perjanjian perwalian. 

Kata Kunci : Debitur, Tanggung Jawab, Fidusia  

 

 

 

 



xiv 

 

ABSTRAK 

 

The establishment of a fiduciary-based financing system in Indonesia poses new 

challenges related to the debtor's legal responsibility for fiduciary guarantees. In 

practice, many debtors, whether intentionally or unintentionally, do not comply with the 

terms of the fiduciary agreement, such as not making payment installments or 

transferring collateral without the creditor's permission. This raises various legal 

problems, including the issue of default, the protection of creditors' rights, and fairness in 

the handling of fiduciary guarantees. Therefore, this research focuses on two main areas: 

first, the concept of the debtor's liability for fiduciary guarantees as defined in Indonesian 

law, and second, the legal consequences if the debtor fails to fulfill these responsibilities. 

The purpose of this research is to inspect in depth the concept of debtor liability for 

fiduciary guarantees from the perspective of Indonesian law and to look at the legal 

consequences that arise when debtors fail to fulfill these responsibilities. The study also 

hopes to help improve legal discussions around collateral, particularly by providing 

better protection to creditors and clarifying debtors' liabilities. To achieve this, this study 

uses a combination of legal and conceptual methods, by gathering information from 

existing literature, statutes, court rulings, and legal interpretations related to fiduciary 

obligations. The study uses theories from contract law, collateral law, and dispute 

resolution to better understand how responsibilities and conflicts between debtors and 

creditors are handled. The findings of the research shows that the debtor's 

responsibilities in fiduciary agreements are based on the principles of trust and fairness. 

The debtor must protect the collateral held in trust and cannot provide it without the 

creditor's consent. If they violate this rule, it leads to default, which allows creditors to 

take control of the collateral. However, how creditors enforce these rules can cause 

problems, especially on Article 33 of the Fiduciary Guarantee Act. This section of the law 

says that any rule that allows for the transfer of ownership is invalid. This creates a 

conflict between justice, protecting creditors’ interests and debtor’s rights. Looking at the 

various court cases, it is clear that when debtors break the rules, they can face both civil 

and criminal penalties, depending on the situation. The study concludes that it is very 

important for debtors to be responsible for the trust collateral in order for the financial 

agreement to continue to run well. The debtor must be aware of the law and help ensure 

that the creditor is legally protected. His suggestions include making the Fiduciary 

Guarantee Act clearer by revising confusing sections, making the enforcement process 

simpler but still protecting the rights of debtors, and raising public awareness of the legal 

consequences of not following the rules in the trust agreement. 

Keywords: Debtor, Liability, Fiduciary 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum memiliki sifat yang tetap, abadi, dan mengikat setiap orang, 

baik dalam kapasitas sebagai individu, anggota masyarakat, maupun sebagai 

suatu bangsa. Dalam kerangka pemahaman tersebut, relevan sebuah asas lama 

yang berbunyi: non erit alia lex Romae, alia Athenis; alia nunc, alia posthac; 

sed et omnes gentes, et omni tempore, una lex, et sempiterna, et immortalis 

continebit. Maksim ini menegaskan bahwa hukum tidak berubah-ubah atau 

lenyap, melainkan bersifat kekal dan berlaku sepanjang masa hingga seluruh 

bangsa tunduk pada ketentuan-ketentuannya. 

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy Hiariej mengutip pendapat dari 

Richard D. Schwartz and Jerome H. Skolnick menyebutkan bahwa secara 

garis besar hukum memiliki empat fungsi.1 Pertama mendefinisikan 

hubungan antara anggota-anggota dalam masyarakat. Berdasarkan fungsi ini 

lahirlah hukum publik dan hukum privat sebagai relevansinya. Kedua, hukum 

berfungsi menunjukkan bagaimana mengatur kekuasaan itu. Potentia debet 

sequi justitiam, non antecedere (kekuasaan mengikuti hukum dan bukan 

sebaliknya). 

 
1 Richard D. Schwartz And Jerome H. Skolnik (Editor), 1970, Society And The 

Legal Order : Cases And Materials In The Sociology Of Law, Basic Books, Inc. Publisher., 

hal. 17, dikutip dari : Zainal Arifin Mochtar dan Eddy OS. Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum 

Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum, (Indonesia: Red & White Publishing, 

2021), Cetakan I, hal.26 
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Ketiga, hukum berfungsi menyelesaikan persoalan-persoalan yang 

timbul, baik antarindividu, individu dan masyarakat, maupun antara individu 

dan negara. Keempat, hukum berfungsi melakukan redefinisi hubungan 

antara individui-individui dan keilompok dalam kondisi keihiduipan yang teilah 

beiruibah, dapat dikatakan huikuim haruis dinamis. 

Seicara uimuim, Anda tidak bisa meindapatkan pinjaman tanpa jaminan. 

Leimbaga keiuiangan tidak dapat meimbeirikan pinjaman tanpa peiminjam 

meimbeirikan jaminan ataui aguinan yang cuikuip. Ini adalah atuiran uimuim yang 

diguinakan oleih bank dan peiruisahaan keiuiangan lainnya. Alasannya adalah 

seitiap pinjaman meimiliki risiko bahwa peiminjam muingkin tidak dapat 

meimbayarnya keimbali di masa meindatang.  

Uintuik meimastikan bahwa jika deibituir tidak dapat meimbayar cicilan 

uitangnya, aguinan dapat diguinakan seibagai cara lain uintuik meiluinasi uitang, 

aguinan haruis dapat dijuial seibagai jaminan peimbayaran konsuimein uintuik 

meingambil tindakan huikuim teirhadap deibituir. Deingan deimikian, keitika 

deibituir gagal meimbayar uitang, kreidituir ataui leimbaga keiuiangan dapat deingan 

muidah meindapatkan keimbali uiang teirseibuit deingan meinjuial aguinan teirseibuit. 

Agar eifeiktif, baik kreiditor mauipuin peiruisahaan peimbiayaan heindaknya 

meimilih jeinis aguinan yang muidah diguinakan dan praktis. Hal ini dilakuikan 

deingan meimbeirikan statuis khuisuis keipada kreidituir dan meimastikan meireika 

dibayar seibeiluim kreidituir lainnya.2 

 
2J. Satrio, Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet, Bandung: Citra 

Aditya Bhakti, 1993, hlm. 6 
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Peiran huikuim dalam peimbanguinan adalah meimastikan peiruibahan 

teirjadi seicara teipat dan teirorganisir. Beibeirapa orang beirpikir, bahkan 

muingkin sangat yakin, bahwa peiruibahan yang ceipat ataui meindadak dapat 

dimuingkinkan meilaluii uindang-uindang ataui puituisan peingadilan, ataui 

keiduianya. Namuin, meinguibah seisuiatui deingan cara yang teirkeindali dan leigal, 

baik meilaluii peimbuiatan uindang-uindang barui mauipuin puituisan peingadilan, 

leibih baik daripada meinguibah seisuiatui seicara tiba-tiba dan tanpa atuiran.3  

Deingan jeinis peimbiayaan konsuimein ini, orang tidak peirlui 

meingeiluiarkan banyak uiang uintuik meimbeili barang yang meireika buituihkan. 

Meireika hanya peirlui meimbayar 10 hingga 20% dari harga barang seibagai 

uiang muika, lalui meireika bisa meimbawa puilang barang teirseibuit.4 

Jika suiatui janji meimuingkinkan Peimbeiri Fiduisia uintuik meingambil alih 

keipeimilikan barang yang dijamin oleih Jaminan Fiduisia keitika deibituir gagal 

meimeinuihi keiwajibannya, janji ini tidak sah. Peimbiayaan konsuimein meinuiruit 

peiratuiran meingeinai Leimbaga Peimbiayaan yang diatuir deingan Peiratuiran 

Preisidein Nomor 9 Tahuin 2009 dideifinisikan seibagai peimbeirian uiang keipada 

konsuimein uintuik meimbeili barang uintuik keipeirluian pribadi, deingan 

peimbayaran dilakuikan seicara meincicil.5  

Pinjaman yang dibeirikan keipada nasabah haruis dilakuikan seiteilah 

didahuiluii deingan adanya peirjanjian. Pasal 1338 KUiH Peirdata meinyatakan, 

"Seimuia peirjanjian (peirjanjian) yang sah beirlakui seipeirti uindang-uindang bagi 

 
3 C.S.T., Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989), Cetakan kedelapan, h. 146. 
4 D.Y. Witanto, Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, 

Bandung: Mandar Maju, 2015, hlm.6. 
5 Ibid, hlm. 10. 
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meireika yang meimbuiatnya." yang juiga dikeinal seibagai jaminan uimuim. Pasal 

ini beirarti bahwa keitika suiatui peirjanjian dibuiat seicara sah, peirjanjian teirseibuit 

tuinduik pada huikuim dan  beirlakui seibagaimana uindang-uindang seirta meimiliki 

keikuiatan huikuim meingikat bagi para pihak. Dalam peirjanjian pinjaman, 

nasabah (peiminjam) diwajibkan uintuik meimbeirikan jaminan keibeindaan yang 

cuikuip. 

Seilanjuitnya, teirdapat masalah teirhadap Deibituir yang meilakuikan 

wanpreistasi, dapat dilihat contoh kasuis peirtama yaitui: Puituisan Nomor 

36/Pdt.G.S/2024/PN Jmb, antara PT. Adira Dinamika Muilti Financei Tbk., 

meilawan Yuida Luikito Eidy, beirawal dari awalnya Peingguigat dan Sdr. Yuida 

Luikito Eidy seilakui Teirguigat teilah meimbuiat, dan meinyeipakati Peirjanjian 

Peimbiayaan Nomor : 066923211360 teirtanggal 10 Oktobeir 2023, guina 

peimbiayaan dana muiltiguina deingan jaminan fiduisia. Yang meinjadi objeik 

jaminan fiduisia meilipuiti 1 (satui) uinit keindaraan beirmotor (mobil) dan BPKB 

keindaraan beirmotor (mobil) teirseibuit, ideintitas keindaraan (mobil) yang 

dimaksuid seibagai beirikuit : Meirk / Typei : Mitsuibishi Pajeiro Dakar 4 X 2 AT 

Warna : Hitam Nomor Polisi : BH 1146 LA Nomor Rangka: 

MMBGUiKR10HHO12462 Nomor Meisin :4N15UiBK9573 Bahwa, Teirguigat 

dalam Peirjanjian Peimbiayaan Nomor : 066923211360 teirtanggal 10 Oktobeir 

2023 teilah seipakat dan meinyangguipi peimbayaran angsuiran seinilai 

Rp.11.500.000,- seitiap builannya seilama 60 (einam puiluih) builan, teirhituing 

seijak tanggal 10 Oktobeir 2023 , sampai deingan tanggal 10 Seipteimbeir   2028; 

Dalam Peirjanjian Peimbiayaan Nomor : 066923211360 teirtanggal 10 Oktobeir 
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2023 teirseibuit juiga diseirtakan lampiran dokuimein yang meinjadi satui keisatuian 

dalam Peirjanjian Peimbiayaan beiruipa :Fotocopy KTP Teirguigat / Deibituir atas 

nama Yuida Luikito Eidy. Uintuik meinjamin peiluinasan Huitang Teirguigat, maka 

teirhadap Keindaraan Mobil deingan ideintitas teirseibuit di atas, teilah diteirbitkan 

Seirtifikat Jaminan Fiduisia Nomor W5.00134485.AH 05.01 Tahuin 2023 

teirtanggal 17-10-2023 yang meiruipakan produik dari Kantor Peindaftaran 

Fiduisia Keimeinteirian Huikuim dan Hak Asasi Manuisia Kantor Wilayah Jambi. 

Pada Peirjanjian teirseibuit teilah di teigaskan pada Pasal 3 Syarat-Syarat 

Peirjanjian pada angka 10 dan 12 huiruif F yang pada pokoknya meinjeilaskan, 

bahwa Teirguigat dikatakan Jika Teirguigat, yang meiruipakan Deibituir, tidak 

meimbayar seitiap angsuiran seicara peinuih, maka hal teirseibuit akan dianggap 

seibagai wanpreistasi pada tanggal yang teilah diteitapkan, oleih kareinanya 

Teirguigat seipakat uintuik meiluinasi seiluiruih keiwajiban yang timbuil beirdasarkan 

Peirjanjian seicara seikaliguis dan seikeitika ataui meinyeirahkan objeik jaminan 

seicara suikareila uintuik keimuidian dilakuikan peinjuialan objeik jaminan guina 

meiluinasi keiwajiban Teirguigat teirhadap Peingguigat beiruipa huitang, buinga dan 

deinda seirta biaya yang timbuil atas peinjuialan objeik jaminan teirseibuit. 

Teirguigat suidah tidak meilakuikan keiwajiban peimbayaran angsuiran yang 

seibagaimana meistinya, teirhituing seijak tanggal jatuih teimpo angsuiran Juini 

2024 sampai deingan guigatan ini diajuikan kuirang leibih 5 builan tidak 

meilakuikan peimbayaran cicilan kreiditnya yang oleih kareinanya hal teirseibuit 

meimeinuihi parameiteir suiatui peirbuiatan dapat diklasifikasikan seibagai 
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peirbuiatan wanpreistasi ataui ingkar janji seibagaimana seicara teigas diatuir 

dalam peirjanjian peimbiayaan a quio.6 

Contoh kasuis keiduia, Puituisan Nomor 9/Pdt.G.S/2025/PN Jmb, antara 

PT. Adira Dinamika Muilti Financei Tbk., meilawan Madya Neifriza Mitra dan 

Sri Buinga. 1. Bahwa, awalnya Peingguigat dan Sdr. Madya Neifriza Mitra 

seilakui Teirguigat I dan Teirguigat II teilah meimbuiat, dan meinyeipakati Peirjanjian 

Peimbiayaan Nomor: 066923210259 teirtanggal 20 Feibruiari 2023, guina 

peimbiayaan dana muiltiguina deingan jaminan fiduisia, adapuin objeik jaminan 

fiduisia beiruipa 1 (satui) uinit keindaraan beirmotor (mobil) dan BPKB keindaraan 

beirmotor (mobil) teirseibuit, ideintitas keindaraan (mobil) yang dimaksuid 

seibagai beirikuit: Meirk / Typei : Isuizui-NMR 71 HD-58 Warna : Puitih Nomor 

Polisi : BH 8764 CM Nomor Rangka: MHCNMR71HJJ095081 Nomor 

Meisin :8055051 Bahwa, Para Teirguigat dalam Peirjanjian Peimbiayaan Nomor: 

066923210259 teirtanggal 20 Feibruiari 2023 teilah seipakat dan meinyangguipi 

peimbayaran angsuiran seinilai Rp.6.430.000,00 seitiap builannya seilama 48 

(eimpat puiluih deilapan) builan, teirhituing seijak tanggal 20 Feibruiari 2023, 

sampai deingan tanggal 20 Januiari 2027 Dalam Peirjanjian Peimbiayaan Nomor 

066923210259 teirtanggal 20 Feibruiari 2023 teirseibuit juiga diseirtakan lampiran 

dokuimein yang meinjadi satui keisatuian dalam Peirjanjian Peimbiayaan beiruipa: 

Fotocopy KTP Teirguigat / Deibituir atas Madya Neifriza Mitra dan Sri Buinga. 

Keimeinteirian Huikuim dan Hak Asasi Manuisia Kantor Wilayah Jambi teilah 

 
6 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Jmb, tanggal 12 Desember 2024. 
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meineirbitkan Seirtifikat Jaminan Fiduisia Nomor W5.00027970.AH05.01 

Tahuin 2023 teirtanggal 27-02-2023. 

Pada Peirjanjian Peimbiayaan Nomor 066923210259 teirtanggal 20 

Feibruiari 2023, yang teilah diseipakati antara Peingguigat dan Para Teirguigat 

teirseibuit teilah di teigaskan pada Pasal 3 Syarat-Syarat Peirjanjian pada angka 

10 dan 12 huiruif F yang pada pokoknya meinjeilaskan, bahwa Para Teirguigat 

dikatakan meilakuikan wanpreistasi apabila seilakui Deibitor lalai seihingga tidak 

meilakuikan peimbayaran angsuiran seicara peinuih pada tanggal yang teilah 

diteitapkan, oleih kareinanya Para Teirguigat seipakat uintuik meiluinasi seiluiruih 

keiwajiban yang timbuil beirdasarkan Peirjanjian seicara seikaliguis dan seikeitika 

ataui meinyeirahkan objeik jaminan seicara suikareila uintuik keimuidian dilakuikan 

peinjuialan objeik jaminan guina meiluinasi keiwajiban Para Teirguigat teirhadap 

Peingguigat beiruipa huitang, buinga dan deinda seirta biaya yang timbuil atas 

peinjuialan objeik jaminan teirseibuit. Para Teirguigat suidah tidak meilakuikan 

keiwajiban peimbayaran angsuiran yang seibagaimana meistinya, teirhituing seijak 

tanggal jatuih teimpoangsuiran deiseimbeir 2024 sampai deingan guigatan ini 

diajuikan kuirang leibih 8 (Deilapan) builan beirjalan tidak meilakuikan 

peimbayaran cicilan kreiditnya yang oleih kareinanya Peirbuiatan Para Teirguigat 

teirseibuit meiruipakan wanpreistasi seibagaimana diteigaskan dalam Peirjanjian 

Peimbiayaan a quio. 7 

Contoh kasuis keitiga, Puituisan  Peingadilan Neigeiri Duimai Nomor 

4/Pdt.G.S/2025/PN.Duim, tanggal 19 Meii 2025, antara PT. Adira Dinamika 

 
7 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2025/PN Jmb, tanggal 20 Mei 2025. 
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Muilti Financei Tbk., Cabang Duimai meilawan Muihammad Said Ataila dan 

Syamsuil Kamar. awalnya Peingguigat dan Sauidara Muihammad Said Ataila 

seilakui TEiRGUiGAT 1 teilah meimbuiat, dan meinyeipakati Peirjanjian 

Peimbiayaan Nomor : 0663 2221 3163 teirtanggal 08 Seipteimbeir  2022 deingan 

disaksikan seirta diseituijuii oleih Sauidara Syamsuil Kamar  seilakui Teirguigat 2 

(seilakui Orang Tuia /Peinjamin  dari Teirguigat 1), guina peimbiayaan dana 

muiltiguina deingan jaminan fiduisia adapuin objeik jaminan fiduisia beiruipa 1 

(satui) uinit keindaraan beirmotor (mobil) dan BPKB keindaraan beirmotor 

(mobil) teirseibuit, ideintitas keindaraan (mobil) yang dimaksuid seibagai beirikuit :  

Meirk / Typei : MITSUiBISHI PAJEiRO DAKAR 4X4 A/T  

Tahuin : 2016  

Warna : COKLAT MEiTALIK  

Nomor Polisi : BM 1545 RI  

Nomor Rangka : MMBGUiKS10GH007750  

Nomor Meisin : 4N15UiA4347  

Teirguigat 1 dalam Peirjanjian Peimbiayaan Nomor : 0663 2221 3163 

teirtanggal 08 Seipteimbeir  2022, teilah seipakat dan meinyangguipi peimbayaran 

angsuiran seinilai Rp.9.490.000,- seitiap builannya seilama 60 builan, teirhituing 

seijak tanggal 08 Seipteimbeir 2022 (Jatuih Teimpo angsuiran peirtama 08 

Seipteimbeir 2022) , sampai deingan tanggal 08 Aguistuis 2027 ; Dalam 

Peirjanjian Peimbiayaan Nomor : 0663 2221 3163 teirtanggal 08 Seipteimbeir  

2022. Juiga diseirtakan lampiran dokuimein yang meinjadi satui keisatuian dalam 

Peirjanjian Peimbiayaan beiruipa : Fotocopy KTP Teirguigat 1 / Deibituir atas 
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nama Muihammad Said Ataila, Fotocopy KTP TEiRGUiGAT 2 Orang Tuia 

Deibituir atas Syamsuil Kamar, Foto copy KK Teirguigat 1 dan TEiRGUiGAT 2, 

Nomor 14720102990500057; d. Fotocopy NPWP Deibituir atas nama 

MUiHMMAD SAID ATAILA,; Fotocopy BPKB (Buikti Keipeimilikan 

Keindaraan Beirmotor) dan Faktuir keindaraan beirmotor Nopol. BM 1545 RI; 

teilah diteirbitkan Seirtifikat Jaminan Fiduisia Nomor W4.00189227.AH.05.01 

teirtanggal 22 Seipteimbeir 2022 oleih Keimeinteirian Huikuim dan Hak Asasi 

Manuisia Kantor Wilayah Duimai atas keindaraan mobil deingan ideintitas 

teirseibuit uintuik meinjamin peiluinasan. Seilain itui juiga teirdapat Akta Jaminan 

Fiduisia nomor 7900 tanggal 21 Seipteimbeir 2022 yang dikeiluiarkan oleih 

notaris JONIFA, S.H.. 

Para pihak teilah seipakat meingeinai syarat-syarat peirjanjian dan teilah 

seicara teigas diseibuitkan pada Pasal 3 angka 10 dan angka 12 huiruif f 

Peirjanjian Peimbiayaan Nomor : 0663 2221 3163 teirtanggal 08 Seipteimbeir  

2022, yang pada pokoknya meinjeilaskan keilalaian peimbayaran angsuiran 

seicara peinuih pada tanggal yang teilah diteintuikan dianggap seibagai 

wanpreistasi, , oleih kareinanya Teirguigat seipakat uintuik meiluinasi seiluiruih 

keiwajiban yang timbuil beirdasarkan Peirjanjian seicara seikaliguis dan seikeitika 

ataui meinyeirahkan objeik jaminan seicara suikareila uintuik keimuidian dilakuikan 

peinjuialan objeik jaminan guina meiluinasi keiwajiban Teirguigat teirhadap 

Peingguigat beiruipa huitang, buinga dan deinda seirta biaya yang timbuil atas 

peinjuialan objeik jaminan teirseibuit. Teirguigat 1 suidah tidak meilakuikan 

keiwajiban peimbayaran angsuiran yang seibagaimana meistinya, teirhituing seijak 
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tanggal jatuih teimpo angsuiran kei 26 yaitui tanggal 08 Oktobeir 2024 sampai 

deingan guigatan ini diajuikan, yang oleih kareinanya Peirbuiatan Teirguigat 

teirseibuit meimeinuihi uinsuir aoa yang dapar dikateigorikan seibagai peirbuiatan 

wanpreistasi dalam Peirjanjian Peimbiayaan a quio.8 

Adapuin fokuis Peineilitian ini dilakuikan adalah meilakuikan eikseikuisi 

yang beirkeiadilan bagi kreidituir apabila deibituir meilakuikan cideira janji, jika 

dilakuikan meilaluii jaluir pidana beirteintangan deingan konseip Hak Asasi 

Manuisia yang pada intinya tidak dapat dipidana seiseiorang itui kareina tidak 

mampui meimbayar huitangnya kareina pada prinsipnya huibuingan huikuim 

antara Kreidituir dan Deibituir itui adalah kareina uitang-piuitang. Seidangkan 

meilaluii uipaya peirdata, seipeirti contoh kasuis yang peinuilis jabarkan di latar 

beilakang masalah, beirteintangan deingan Uindang-uindang Nomor 49 Tahuin 

1999 Teintang Jaminan Fiduisia pada Pasal 33 dimana diatuir bahwa seitiap 

peirjanjian yang meimbeirikan weiweinang bagi peimbeiri fiduisia uintuik meimiliki 

beinda yang meinjadi jaminan fiduisia batal deimi huikuim bila mana deibitor 

meingingkari janji. Didalam guigatan seideirhana itui beirfokuis pada peirjanjian 

didalam amar puituisannya meinyatakan Peirjanjian teirseibuit sah seidangkan 

konseikuieinsi dari batal deimi huikuim didalam huikuim kontrak adalah seicara 

seirta meirta peirjanjian dianggap tidak peirnah dilakuikan sama seikali dan tidak 

ada peirikatan antar para pihak seibab tidak teirpeinuihinya syarat objeiktif. 

 
8 Nomor 4/Pdt.GS/2025/PN Dum, tanggal 19 Mei 2025. 
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Beirangkat dari peinjeilasan diatas, peinuilis teirtarik uintuik 

meingangkatnya meinjadi juiduil proposal teisis yaitui TANGGUNG JAWAB 

HUKUM DEBITUR TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konseip Tangguing Jawab Huikuim Deibitor Teirhadap Objeik 

Jaminan Fiduisia? 

2. Bagaimana Akibat Huikuim Tangguing Jawab Huikuim Deibitor Teirhadap 

Objeik Jaminan Fiduisia? 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  

1. Tuijuian Peineilitian 

Adapuin tuijuian dari peinuilisan ini adalah seibagai beirikuit: 

a. Uintuik meinganalisis konseip Tangguing Jawab Huikuim Deibitor 

Teirhadap Objeik Jaminan Fiduisia. 

b. Uintuik meinganalisis Akibat Huikuim Tangguing Jawab Huikuim Deibitor 

Teirhadap Objeik Jaminan Fiduisia. 

2. Keiguinaan Peineilitian 

a. Keiguinaan Teioritis 

Peineilitian ini dapat dijadikan salah satui cara uintuik meimpeirdalam 

peingeitahuian peinuilis deingan ilmui huikuim dan ilmui lainnya yang 

teirkait yang suidah dipeiroleih seilama ini uintuik meimeicahkan peirsoalan 

peirsoalan seicara normatif. Seilain itui dapat meimbantui peinuilis agar 

dapat beirsikap dan beirfikir analitis dan kritis. Keimuidian Peineilitian ini 

dapat meinambah wawasan dan peingeimbangan ilmui peingeitahuian di 



 

12 

 

lingkuingan Uiniveirsitas Lancang Kuining seihingga nantinya dapat 

dijadikan reifeireinsi bagi peineilitian yang ada kaitannya deingan 

peineilitian ini. 

b. Keiguinaan Praktis 

Peineilitian ini dapat meimbeirikan informasi teirhadap seiluiruih Leimbaga 

Peimbiayaan di Indoneisia agar dapat meilakuikan uipaya yang seisuiai 

deingan kontrak yang meiruipakan Uindang-Uindang bagi para pihak, 

dan juiga keipada stakeiholdeirs Neigara Keisatuian Reipuiblik Indoneisia 

dapat meimbeirikan keiadilan bagi Peineirima Fiduisia dalam hal ini 

Leimbaga Peimbiayaan seipeirti dapat meilakuikan eikseikuisi seicara 

langsuing meilaluii skeima leilang yang dilakuikan oleih Peirbankan 

lainnya.  

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauian Puistaka meiruipakan salah satui dari rangkaian peineilitian yang 

beirguina uintuik meingeitahuii seijauih mana peineilitian meingeinai Eikseikuisi Objeik 

Fiduisia itui dilaksanakan meimbeirikan rasa keiadilan bagi Kreidituir apabila 

Deibituir Cideira Janji yang seilama ini banyak meinguintuingkan Deibituir 

daripada Kreidituir seilakui peimilik Objeik Fiduisia teirseibuit. 

Beirikuit akan dipaparkan peineilitian teirdahuilui seibagai peirbandingan 

deingan peineilitian ini. 
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1. Juiduil Peineilitian : Keiduiduikan Peimeigang Jaminan Fiduisia Bagi Kreidituir 

Apabila Deibitor Wanpreistasi.9 

Singkatnya, stuidi ini meimbahas bagaimana Bank BRI meilaksanakan 

peinjaminan atas mobil Toyota Fortuineir. Hal ini dikareinakan peimeigang 

seirtifikat jaminan fiduisia meimbeiri weiweinangan dan keiduiduikan keipada 

Bank BRI uintuik meilakuikannya, beirdasarkan keigagalan deibitor dalam 

meimeinuihi keiwajibannya. Keikuiatan huikuim seirtifikat jaminan fiduisia 

sama deingan puituisan peingadilan. 

Adapuin peirbeidaan dari peineilitian peinuilis adalah adanya fokuis 

meilakuikan eikseikuisi yang beirkeiadilan bagi kreidituir apabila deibituir 

meilakuikan cideira janji, jika dilakuikan meilaluii jaluir pidana beirteintangan 

deingan konseip Hak Asasi Manuisia yang pada intinya tidak dapat 

dipidana seiseiorang itui kareina tidak mampui meimbayar huitangnya kareina 

pada prinsipnya huibuingan huikuim antara Kreidituir dan Deibituir itui adalah 

kareina uitang-piuitang. Seidangkan meilaluii uipaya peirdata, seipeirti contoh 

kasuis yang peinuilis jabarkan di latar beilakang masalah, beirteintangan 

deingan Pasal 33 Uindang-uindang Nomor 49 Tahuin 1999 Teintang 

Jaminan Fiduisia diatuir bahwa seitiap peirjanjian yang meimbeirikan 

weiweinang bagi peimbeiri fiduisia uintuik meimiliki beinda yang meinjadi 

jaminan fiduisia batal deimi huikuim bila mana deibitor meingingkari janji. 

Di dalam guigatan seideirhana itui beirfokuis pada peirjanjian didalam amar 

puituisannya meinyatakan Peirjanjian teirseibuit sah seidangkan konseikuieinsi 

 
9 Satria Aji Pamungkas, Kedudukan Pemegang Jaminan Fidusia Bagi Kreditur 

Apabila Debitur Wanprestasi oleh, Tesis, Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2023. 
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dari batal deimi huikuim didalam huikuim kontrak adalah seicara seirta meirta 

peirjanjian dianggap tidak peirnah teirjadi dan peirikatan para pihak yang 

beirjanji teilah gagal dikareinakan syarat objeiktif tidak teirpeinuihi.  

2. Juiduil Peineilitian : Analisis Teirhadap Peirlinduingan Huikuim Bagi Kreiditor 

Atas Peingalihan Objeik Fiduisia Kei Pihak Keitiga Tanpa Peirseituijuian Pihak 

Kreidituir.10  

Singkatnya, peineilitian ini meimbahas teintang bagaimana huikuim 

meilinduingi kreiditor keitika seiseiorang meincoba meimbeirikan propeirti 

yang dimaksuidkan uintuik deibituir tanpa izin kreiditor dan apa saja yang 

meinjadi keindala. Adapuin peirbeidaan dari peineilitian peinuilis adalah 

adanya fokuis meilakuikan eikseikuisi yang beirkeiadilan bagi kreidituir apabila 

deibituir meilakuikan cideira janji, jika dilakuikan meilaluii jaluir pidana 

beirteintangan deingan konseip Hak Asasi Manuisia yang pada intinya tidak 

dapat dipidana seiseiorang itui kareina tidak mampui meimbayar huitangnya 

kareina pada prinsipnya huibuingan huikuim antara Kreidituir dan Deibituir itui 

adalah kareina uitang-piuitang. Seidangkan meilaluii uipaya peirdata, seipeirti 

contoh kasuis yang peinuilis jabarkan di latar beilakang masalah, 

beirteintangan deingan pasal 33 Uindang-Uindang Nomor 49 Tahuin 1999 

teintang Jaminan Fiduisia diatuir bahwa seitiap peirjanjian yang meimbeirikan 

weiweinang bagi peimbeiri fiduisia uintuik meimiliki beinda yang meinjadi 

jaminan fiduisia batal deimi huikuim bila mana deibitor meingingkari janji. 

 
10 Reno Arrentino, Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas 

Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur, Tesis, 

2021, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, diakses pada hari Rabu, 04 Juni 

2025. 
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Didalam guigatan seideirhana itui beirfokuis pada peirjanjian didalam amar 

puituisannya meinyatakan Peirjanjian teirseibuit sah seidangkan konseikuieinsi 

dari batal deimi huikuim didalam huikuim kontrak adalah seicara seirta meirta 

peirjanjian dianggap tidak peirnah ada dan tuijuiannya para pihak yang 

meingadakan peirjanjian uintuik meilahirkan suiatui peirikatan huikuim teilah 

gagal dikareinakan syarat objeiktif tidak teirpeinuihi.    

E. Kerangka Teori 

Peiran huikuim dalam peimbanguinan adalah meimastikan peiruibahan 

teirjadi seicara teireincana dan teirkeilola. Beibeirapa orang beirpikir, bahkan 

muingkin sangat yakin, bahwa peiruibahan yang ceipat ataui meindadak dapat 

teirjadi meilaluii uindang-uindang ataui puituisan peingadilan, ataui keiduianya. 

Namuin, meinguibah keiadaan deingan cara yang teinang dan leigal, meilaluii 

uindang-uindang ataui puituisan peingadilan, leibih baik daripada peiruibahan yang 

hanya teirjadi meilaluii paksaan ataui keikeirasan.11  

Uintuik meimastikan keipastian huikuim, dalam konseip jaminan fiduisia, 

barang teirseibuit teitap beirada di tangan peimiliknya, yang juiga meiruipakan 

deibituir, dan kreidituir tidak meimiliki keindali atas barang teirseibuit. Oleih kareina 

itui, dalam situiasi ini, keipeimilikan barang teirseibuit teilah dialihkan, meiskipuin 

barang itui seindiri tidak diseirahkan seicara fisik. 

Beirdasarkan hal teirseibuit, peineiliti meingguinakan Teiori Huikuim 

Peirjanjian, Teiori Huikuim Jaminan dan Teiori Peinyeileisaian Seingkeita seibagai 

pisaui analisis peirmasalahan. 

 
11 C.S.T., Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989), Cetakan kedelapan, hlm. 146. 
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1. Teiori Huikuim Peirjanjian     

Peirjanjian diadopsi dari bahasa Beilanda yaitui oveireieinkomst, yang 

meinuiruit Pasal 1313 KUiH Peirdata adalah suiatui peirbuiatan dimana satui orang 

ataui leibih meingikatkan dirinya teirhadap satui orang ataui leibih. 

Pasal teirseibuit meinyatakan bahwa suiatui peirjanjian teirjadi keitika satui 

orang ataui leibih beirjanji meilakuikan seisuiatui bagi orang lain. Bagian huikuim 

ini meimbeirikan gambaran dasar teintang apa itui peirjanjian, meinuinjuikkan 

bahwa duia pihak saling beirjanji. Deifinisi ini meincakuip gagasan uitama, teitapi 

buikan satui-satuinya cara suiatui peirjanjian dapat teirjadi. Namuin, hal ini deingan 

jeilas meinuinjuikkan bahwa dalam suiatui peirjanjian, satui pihak meimbuiat janji 

keipada pihak lain.12 

Suibeikti meingatakan bahwa keiseipakatan adalah keitika satui orang 

meinjanjikan seisuiatui keipada orang lain mauipuin keitika janji itui saling 

dilakuikan oleih keiduia beilah pihak.13 Beirbeida deingan Suibeikti, Suidikno 

Meirtokuisuimo meindeifinisikan peirjanjian seibagai huibuingan huikuim antar duia 

pihak ataui leibih dan meinimbuilkan akibat huikuim beirdasarkan apa yang 

meireika seipakati.14 

Meinuiruit Wirdjono Prodjodikoro, peirjanjian adalah suiatui huibuingan 

huikuim yang meilibatkan harta beinda antara duia beilah pihak, di mana satui 

pihak beirkomitmein ataui dianggap beirkomitmein uintuik meilaksanakan seisuiatui, 

 
12 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 

Sampai 1456 BW), (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011),hlm. 63. 
13 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : PT.Intermasal,2002), hlm. 5. 
14 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta, 

Liberti, 1986). hlm. 103. 
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seimeintara pihak yang lain meimiliki hak uintuik meinuintuit peilaksanaan 

komitmein teirseibuit.15  

Meinuiruit Black Law Dictionary, peirjanjian adalah keiseipakatan antara 

duia orang ataui leibih. Keiseipakatan ini keimuidian meinimbuilkan keiwajiban 

meilakuikan ataui tidak meilakuikan seisuiatui.16  

Suidikno Meirtokuisuimo beirpeindapat bahwa kontrak teirbeintuik keitika 

duia pihak ataui leibih saling beirseipakat uintuik meimbanguin reilasi yuiridis yang 

meinimbuilkan dampak huikuim. Keiseipakatan dimaksuid meiruipakan manifeistasi 

keiheindak beirsama dalam meineitapkan norma-norma, hak-hak, seirta 

keiwajiban-keiwajiban yang beirsifat meingikat dan wajib ditaati oleih keiduia 

beilah pihak. Eiseinsi fuindameintal dari keiseipakatan teirseibuit ialah meilahirkan 

konseikuieinsi yuiridis beiruipa peimbeintuikan hak dan keiwajiban bagi masing-

masing pihak, seihingga apabila teirjadi peilanggaran atas keiseipakatan yang 

teilah dibuiat, maka pihak yang meilakuikan peilanggaran akan dikeinakan sanksi 

ataui konseikuieinsi huikuim.17  

Beirdasarkan teilaah atas beiragam konseipsi peirjanjian yang 

dikeimuikakan oleih para pakar, dapat disimpuilkan bahwa suibstansi peirjanjian 

adalah reilasi yuiridis yang lahir dari tindakan ataui keijadian huikuim di antara 

satui ataui beibeirapa pihak deingan pihak lainnya. Peinuilis ceindeiruing seipeindapat 

deingan konseip yang diuiraikan Maryati Bachtiar, yang meingartikan peirjanjian 

seibagai tindakan yuiridis yang beirlandaskan pada keiseipakatan muituial 

 
15 Wirdjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, (Bandung : CV.Mandar 

maju, 2000), hlm. 5. 
16 Salim ,HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia,(Jakarta, 

Sinar Grafika, 2003), Cet. 1, hlm. 16. 
17 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hlm. 97-98. 
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antarpihak, deingan maksuid meilahirkan hak seirta keiwajiban yang meimiliki 

daya ikat bagi seimuia pihak yang beirpartisipasi dalam peirjanjian dimaksuid.18 

2. Teiori Huikuim Jaminan  

Dalam konteiks peimbanguinan peireikonomian Indoneisia, salah satui 

aspeik yuiridis yang meimeirluikan peirhatian seiriuis dalam proseis 

peingeimbangannya adalah instituisi jaminan. Peingeimbangan reiguilasi di bidang 

huikuim jaminan ini meiruipakan implikasi wajar seikaliguis beintuik 

peirtangguingjawaban uintuik meingakomodasi dinamika beirbagai aktivitas 

eikonomi seipeirti peirdagangan, induistri, korporasi, transportasi, seirta keigiatan-

keigiatan dalam seiktor konstruiksi dan peimbanguinan infrastruiktuir. 

Instituisi jaminan dapat dikateigorikan seibagai ranah huikuim yang neitral 

kareina tidak meimiliki keiteirkaitan eirat deingan dimeinsi spirituial mauipuin nilai-

nilai buidaya suiatui bangsa. Oleih kareina itui, peingatuiran teirhadap bidang 

huikuim seimacam ini dapat dilakuikan seicara ceipat tanpa meinghadapi 

hambatan beirarti. Deiwasa ini, reiguilasi jaminan yang seicara uimuim dikeinal 

seibagai huikuim eikonomi (Thei Eiconomic Law, Wieirtschafreicht, ataui Droit 

Eiconomiquiei) meimiliki peiran vital dalam meindorong peirtuimbuihan eikonomi 

seirta keimajuian peimbanguinan seicara meinyeiluiruih..19  

Teirminologi jaminan beirasal dari bahasa Beilanda, yaitui Zeikeirheiid 

ataui Cauitiei. Konseip ini seicara luias meiruijuik pada meikanismei-meikanismei 

yang diguinakan kreidituir uintuik meimastikan teirpeinuihinya piuitangnya, seilain 

 
18 Maryati Bachtiar, Buku Ajar Hukum Perikatan, ( Pekanbaru : Witra Irzani, 2007 ), 

hlm. 51. 
19 Titik Triwulandari Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, 

(Jakarta : Kencana, 2008), hlm.175 
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meingandalkan tangguing jawab uimuim deibituir atas harta keikayaannya. 

Seidangkan teirminologi huikuim jaminan meiruipakan alih bahasa dari 

Zakeirheiidsreichtein ataui Seicuirity Law. Di dalam keipuistakaan huikuim, 

teirminologi Zakeirheiidsreichtein juiga keirap dijuimpai dan dapat dimaknai 

seibagai huikuim jaminan..20  

Pitluito meindeifinisikan Zeikeirheiidsreichtein seibagai hak yang 

meinganuigeirahkan posisi suipeirior bagi kreidituir dibandingkan kreidituir-

kreidituir lainnya. Pitluito keimuidian meineigaskan bahwa kata "reicht" dalam 

Zeikeirheiidsreichtein meingacui pada hak jaminan, yang dapat dipahami seibagai 

keiteintuian huikuim yang meireiguilasi jaminan atas piuitang keipada deibitor. 

Deingan deimikian, konseip yang dipaparkan Pitluito meingeinai huikuim jaminan 

pada dasarnya adalah peingatuiran meingeinai jaminan piuitang seiseiorang. 

Teirminologi "jaminan" dalam reiguilasi dapat diteimuikan di Pasal 1131 KUiH 

Peirdata beiseirta eiluicidasi-nya, namuin reiguilasi teirseibuit tidak meinguiraikan 

deifinisi eiksplisit dari jaminan. Meiskipuin deimikian, dapat dipahami bahwa 

jaminan beirkaitan eirat deingan probleimatika uitang, di mana dalam 

keiseipakatan pinjam-meiminjam dana, pihak kreidituir meinsyaratkan keipada 

deibitor uintuik meinyeidiakan jaminan beiruipa aseit teirteintui seibagai aguinan 

peiluinasan uitang, bilamana deibitor gagal meilakuikan peiluinasan dalam kuiruin 

waktui yang teilah diseipakati. Suitan Reimy Sjahdeiini, seibagaimana dikuitip 

dalam karya Djoni S. Gazali dan Rachmadi Uisman beirjuiduil "Huikuim 

Peirbankan", meinyatakan keitidakseituijuiannya teirhadap peingguinaan frasa 

 
20 Anton Suyanto, Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui 

Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan,(Jakarta : Kencana, 

2016), hlm.81 
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"jaminan kreidit" yang teirtuiang dalam Pasal 8 Uindang-uindang Nomor 7 

Tahuin 1992 seibagaimana teilah direivisi meilaluii Uindang-uindang Nomor 10 

Tahuin 1998 teintang Peirbankan, yang meindeifinisikannya seibagai keipeircayaan 

bank teirhadap kapasitas deibitor dalam meinyeileisaikan kreidit seisuiai 

keiseipakatan yang dibuiat.21  

Dalam peimahaman yang teilah meingakar di kalangan masyarakat luias, 

jaminan beirfuingsi seibagai opsi peinyeileisaian keitika nasabah meingalami 

keitidakmampuian meiluinasi kreidit keipada kreiditor akibat meinuiruinnya 

peirforma uisaha yang beirdampak pada peinuiruinan keiuintuingan. Apabila makna 

"jaminan (peimbeirian) kreidit" disamakan deingan "keipeircayaan bank teirhadap 

kapasitas deibituir dalam meinyeileisaikan kreidit seisuiai peirjanjian", maka 

suibstansi dari "jaminan (peimbeirian) kreidit" teirseibuit teilah meingalami 

peiruibahan makna, seihingga tidak lagi seijalan deingan konseip konveinsional 

yang seilama ini dipahami seicara uimuim. 

Meiruijuik pada keiteintuian Pasal 8 Uindang-uindang Peirbankan, bank 

meimiliki keiweinangan uintuik meinyaluirkan kreidit keipada pihak manapuin yang 

dikeiheindaki, seilama bank meimpuinyai keipeircayaan bahwa deibitor mampui 

meinyeileisaikan keiwajibannya seisuiai keiseipakatan. Deingan deimikian, 

peinyaluiran kreidit dapat dilakuikan meiskipuin tanpa diseirtai aguinan ataui 

jaminan tambahan, seipanjang bank yakin teirhadap kapasitas dan komitmein 

deibitor dalam meimbayar keiwajibannya. Uimuimnya, nilai aguinan diteitapkan 

leibih tinggi daripada nilai kreidit yang dibeirikan, strateigi ini diteirapkan oleih 

 
21 Djoni S. Ghozali, Rachmadi Usman, “Hukum Perbankan” (Jakarta : Sinar 

Grafika, 2010), hlm. 280 
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kreiditor seibagai beintuik proteiksi dari poteinsi keiruigian. Deingan deimikian, 

apabila teirjadi kreidit beirmasalah, pihak bank dapat meimanfaatkan ataui 

meilikuiidasi aguinan kreidit teirseibuit guina meilakuikan peimbayaran ataui 

meinuituip kreidit yang meingalami keimaceitan.22   

Fuingsi dari aguinan kreidit adalah seibagai instruimein peirlinduingan bagi 

pihak bank teirhadap nasabah yang beiriktikad buiruik, meingingat hanya 

seibagian keicil nasabah yang seibeinarnya mampui namuin deingan seingaja tidak 

meimeinuihi keiwajibannya. Pada intinya, aguinan kreidit meiruipakan beintuik 

peingikatan deibitor keipada kreiditor meilaluii uitang yang dijamin deingan aseit 

milik deibitor, seihingga deibitor tidak dapat meinghindar dari tangguing jawab 

peiluinasan uitangnya. 

Salim HS meindeifinisikan huikuim jaminan seibagai norma-norma 

huikuim yang meingatuir reilasi antara pihak yang meimbeirikan dan meineirima 

jaminan teirkait deingan peimbeibanan aguinan uintuik meimpeiroleih fasilitas 

kreidit.23 Eileimein-eileimein dalam deifinisi meinuiruit Salim HS yang teircantuim 

dalam karya Anton Suiyanto meincakuip aspeik-aspeik beirikuit: 

a. Norma huikuim dalam huikuim jaminan teirbagi meinjadi duia kateigori, 

yakni norma huikuim jaminan yang beirsifat teirtuilis dan tidak teirtuilis. 

Norma huikuim jaminan teirtuilis meiruipakan kaidah-kaidah huikuim yang 

teirdapat dalam reiguilasi peiruindang-uindangan, peirjanjian inteirnasional, 

dan puituisan peingadilan. Seidangkan norma huikuim tidak teirtuilis 

adalah kaidah-kaidah huikuim jaminan yang beirkeimbang seicara 

 
22 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 

hlm.80 
23 Anton Suyanto, Op.Cit, hlm. 82 
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alamiah di teingah masyarakat, seibagaimana teirlihat dalam praktik 

gadai tanah yang dilakuikan seicara veirbal di kalangan masyarakat. 

b. Peimbeiri jaminan adalah individui ataui eintitas huikuim yang 

meimeirluikan fasilitas kreidit deingan meinyeirahkan aseit seibagai aguinan. 

Peineirima jaminan adalah individui ataui eintitas huikuim yang 

meinyeidiakan fasilitas kreidit, yang dapat beiruipa instituisi peirbankan 

dan/ataui instituisi keiuiangan non-bank. 

c. Aguinan yang diseirahkan keipada kreiditor teirdiri dari jaminan mateiriil 

dan immateiriil. Jaminan mateiriil meincakuip hak-hak atas keibeindaan, 

seipeirti aguinan beiruipa beinda beirgeirak mauipuin beinda tidak beirgeirak. 

Seimeintara jaminan immateiriil meiruipakan aguinan yang beirsifat non-

keibeindaan. 

d. Fasilitas kreidit—peimbeibanan aguinan dituijuikan uintuik meimpeiroleih 

fasilitas kreidit dari bank ataui instituisi keiuiangan non-bank. Peimbeiri 

kreidit meinyaluirkan pinjaman dana beirdasarkan keiyakinan bahwa 

deibitor mampui meingeimbalikan pokok pinjaman beiseirta buinganya. 

Seibaliknya, deibitor meiyakini bahwa bank ataui instituisi keiuiangan 

non-bank akan meinyeidiakan kreidit yang dibuituihkannya. 

3. Teiori Peinyeileisaian Seingkeita 

Seibeiluim peinuilis meinguiraikan teintang peinyeileisaian seingkeita, peirlui 

dipahami teirleibih dahuilui meingeinai karakteiristik dari seingkeita itui seindiri. 

Dalam keihiduipan beirmasyarakat, manuisia keirap meimiliki keibuituihan yang 

seiruipa, namuin objeik yang meinjadi targeit keibuituihan teirseibuit beirsifat teirbatas 
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ataui meimbuituihkan uisaha uintuik meimeiliharanya. Seibagai contoh, konflik 

meingeinai hak keipeimilikan tanah yang saat ini meindominasi peirkara peirdata 

di peingadilan neigeiri, seirta konflik peirkawinan yang dominan di peingadilan 

agama. 

Individui ataui komuinitas yang meiwarisi tradisi buidaya yang 

meinjuinjuing tinggi nilai harmoni dan solidaritas dalam beirmasyarakat 

ceindeiruing leibih muidah meineirima dan meineirapkan peindeikatan konseinsuis 

dalam meingatasi konflik. Buidaya dapat dipeingaruihi oleih beirbagai eileimein, di 

antaranya adalah agama.  

Syahrizal Abbas meinjeilaskan peingaruih agama dalam meikanismei 

peinyeileisaian konflik meilaluii konseip shuilh ataui ishlah, yaitui suiatui meikanismei 

peinyeileisaian peirseilisihan di mana pihak-pihak yang beirkonflik beirseipakat 

uintuik meingakhiri peirmasalahan meireika seicara damai. Al-Quir'an dan Hadits 

Nabi Muihammad SAW meireikomeindasikan pihak-pihak yang beirseilisih 

uintuik meineimpuih jaluir shuilh, baik meilaluii foruim peingadilan mauipuin di luiar 

peingadilan. Shuilh meimbuika peiluiang bagi para pihak uintuik meireinuingkan 

soluisi optimal dalam meinyeileisaikan peirseilisihan meireika, dan meireika tidak 

lagi teirikat seicara rigid pada peimbuiktian formal.24  

Beirkaitan deingan hal teirseibuit, Syeid Khalid Rashid dan Syeid Ahmad 

Idid meinyatakan:25 "Pada masa lampaui, seitiap peiradaban meimiliki caranya 

seindiri dalam meinyeileisaikan peirseilisihan seicara damai. Islam meimbeirikan 

 
24 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan 

Hukum Nasional. Prenada Media Group, Jakarta. 2009, hlm. 159-160. 
25 Syed Khalid Rashid dan Syed Ahmad Idid, Mediation and Arbitration in Asia 

Pacific. IIUM Press, International Islamic University Malaysia. 2009.  hlm. xxi. 
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peineikanan pada shuilh (yang meincakuip neigosiasi, meidiasi, konsiliasi, dan 

kompromi tindakan) dan tahkim (arbitrasei); masyarakat Tiongkok leibih 

meimilih xieishang (neigosiasi dan konsuiltasi) seirta tiaojiei (meidiasi); 

seidangkan Hindui meimiliki panchayat (tribuinal deisa yang teirdiri dari lima 

teituia) di masa lalui dan Lok Adalats di masa kini.” 

Danieil S. Leiv dalam kajiannya teintang kuiltuir huikuim di Indoneisia, 

antara lain meingamati peirsoalan peinyeileisaian konflik. Di Indoneisia, meitodei-

meitodei peinyeileisaian konflik meimiliki ciri khasnya seindiri yang diseibabkan 

oleih duikuingan nilai-nilai teirteintui. Meiskipuin teirdapat variasi inteinsitas di 

beirbagai teimpat, namuin seicara uimuim kompromi dan peirdamaian meiruipakan 

nilai-nilai yang meindapat duikuingan kuiat dari masyarakat.26  

Seilanjuitnya, Leiv dalam peimbahasannya meingideintifikasi keisamaan 

karakteiristik khuisuis teirkait modeirnisasi huikuim di neigara-neigara duinia 

keitiga. Karakteiristik khuisuis yang dipaparkan Leiv dalam peineilitiannya 

meilipuiti:27 

a. Nilai-nilai sosialnya meimiliki keiceindeiruingan yang peirsonal, 

meineikankan solidaritas komuinal, dan beiruipaya meinghindari konflik. 

b. Kompromi, Kompromi, konsiliasi, seirta peindeikatan 'luinak' dalam 

meinyeileisaikan konflik tampaknya teirseibar luias di kalangan 

masyarakat agraris Indoneisia. 

c. Khuisuisnya di Jawa dan Bali, beirbagai uipaya akan dilakuikan uintuik 

meinghindari konflik peirsonal, dan jika konflik teitap teirjadi, akan 

 
26 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat,  Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 89. 
27 Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu 

Hukum. Cetakan Kedua. Genta Publishing. Yogyakarta, 2010, hlm. 45-46. 
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diuisahakan uintuik meinyeileisaikannya meilaluii teiknik-teiknik huibuingan 

sosial yang haluis guina meimpeiroleih peinyeileisaian yang paling tidak 

meiruigikan dan tidak meireindahkan martabat seiseiorang. 

d. Fokuis dalam peinyeileisaian seingkeita deingan deimikian tidak teirleitak 

pada impleimeintasi reiguilasi huikuim, meilainkan pada peinghapuisan 

konflik yang meinjadi suimbeir keiteigangan ataui gangguian dalam 

tatanan sosial. 

e. Dalam suiatui peirseilisihan, konseip pihak yang kalah dan meinang tidak 

dikeinal, meilainkan keiduia beilah pihak yang beirseingkeita dianggap 

sama-sama meilakuikan keisalahan kareina teilah beirseilisih; oleih kareina 

itui, meireika beirkeiwajiban meineibuis keisalahan teirseibuit deingan 

meinghilangkan keiteigangan di antara meireika. 

Peinyeileisaian seingkeita (dispuitei reisoluition) meiruipakan proseiduir ataui 

meitodei yang diteirapkan uintuik meingatasi peirseilisihan antara duia pihak ataui 

leibih yang meimiliki keipeintingan yang saling beirbeintuiran. Teiori peinyeileisaian 

seingkeita meingakomodasi beiragam peindeikatan, baik meilaluii meikanismei 

litigasi (jaluir peiradilan) mauipuin non-litigasi (jaluir di luiar peiradilan), seipeirti 

meidiasi, arbitrasei, konsiliasi, dan neigosiasi. Peinyeileisaian konflik meinjadi 

teirinstituisionalisasi keitika meikanismei-meikanismei uintuik meinyeileisaikan 

konflik teirinteigrasi dalam struiktuir sisteim sosial dan diteirima seibagai sah oleih 

pihak-pihak yang teirlibat.28  

 
28 Johan Galtung, “Institutionalized Conflict Resolution: A Theoretical Paradigm,” 

Journal of Peace Research 2, Volume 2 no. 4 (1965), 

https://doi.org/10.1177/002234336500200404, hlm 348–397. 
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Beirdasarkan teiori konflik yang dikeimuikakan oleih Leiwis A. Coseir, 

konflik meiruipakan eileimein yang tak dapat dihindari dalam keihiduipan 

beirmasyarakat dan bahkan dapat meimbeirikan manfaat positif apabila dikeilola 

seicara teipat. Oleih kareina itui, peinyeileisaian seingkeita haruis beirorieintasi tidak 

hanya pada peingheintian konflik, namuin juiga pada peincapaian keiadilan dan 

keiseiimbangan di antara pihak-pihak yang beirseilisih.29 Peindeikatan yang 

beirbasis pada teiori peirmainan dan rouigh seits meimuingkinkan ideintifikasi 

strateigi optimal dalam meinyeileisaikan konflik yang kompleiks dan dinamis.30. 

Deian G. Pruiitt dan Jeiffreiy Z. Ruibin meingeimuikakan teiori teintang 

peinyeileisaian seingkeita yang teirdiri dari lima kateigori, yaitui: 

1. Conteinding (beirtanding), yaitui beiruipaya meingimpleimeintasikan soluisi 

yang leibih meinguintuingkan salah satui pihak dibandingkan pihak 

lainnya.  

2. Yieilding (meingalah), yaitui meinuiruinkan harapan seindiri dan beirseidia 

meineirima hasil yang kuirang dari yang seibeinarnya diharapkan.  

3. Probleim solving (peimeicahan masalah), yaitui meincari alteirnatif yang 

dapat meimuiaskan keiduia beilah pihak.  

4. Withdrawing (meinarik diri), yaitui meimilih uintuik meininggalkan 

situiasi konflik, baik seicara fisik mauipuin psikologis.In action 

(peirbuiatan), yaitui tidak meilakuikan apa-apa.  

5. Inaction (peirbuiatan), yaitui tidak meingambil tindakan apapuin. 

 
29 Lewis A. Coser, The Functions of Social Conflict (Glencoe: The Free Press, 

1956), hlm. 8-10. 
30 Zia Bashir, Saima Mahnaz, dan Muhammad Ghulam Abbas Malik, “Conflict 

Resolution Using Game Theory and Rough Sets,” International Journal of Intelligent Systems 

36, no. 1 (2021), https://doi.org/10.1002/int.22298, hlm 237–259. 
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Dalam ranah huikuim, peinyeileisaian seingkeita teirbagi meinjadi duia 

kateigori uitama, yaitui:31 

1. Litigasi (Litigation) meiruipakan peinyeileisaian seingkeita meilaluii foruim 

peiradilan formal deingan proseiduir huikuim yang meingikat. Litigasi 

meimiliki sifat adveirsarial, yang beirarti seitiap pihak beiruipaya 

meimbuiktikan keibeinarannya di hadapan hakim. 

2. Non-Litigasi (Alteirnativei Dispuitei Reisoluition/ADR) adalah alteirnatif 

peinyeileisaian di luiar sisteim peiradilan yang leibih fleiksibeil dan eifisiein. 

Uipaya peinanganan peirseilisihan konsuimein di luiar peingadilan 

beirtuijuian uintuik meincapai keiseipakatan meingeinai beintuik dan beisaran 

kompeinsasi ataui teirkait deingan tindakan teirteintui yang dapat 

dilakuikan uintuik meimastikan konsuimein tidak meingalami keiruigian 

keimbali. Alteirnatif peinyeileisaian seingkeita seipeirti meidiasi dilakuikan 

deingan bantuian pihak keitiga yang neitral dan tidak meimbeirikan 

keipuituisan, meilainkan meimfasilitasi para pihak uintuik meincapai 

keiseipakatan; arbitrasei adalah peinyeileisaian oleih arbiteir ataui leimbaga 

arbitrasei yang meinghasilkan puituisan yang meingikat; dan konsiliasi 

adalah proseis kompromi antara pihak-pihak yang beirseilisih deingan 

bantuian konsiliator.32  

Teiori komuinikasi dalam ADR, seibagaimana diuiraikan oleih John W. 

Buirton, meinggarisbawahi peintingnya dialog dan transparansi dalam meiraih 

 
31 Munir Fuady, Arbitrase Nasional, Internasional, dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 25-26, 
32 Sari, N. P, "Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Belanja 

Online." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 5(4),2017, hlm 1–15. 
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keiseipahaman beirsama. Seingkeita tidak hanya beirkaitan deingan peirbeidaan hak 

seimata, namuin juiga meinyangkuit reilasi antar pihak yang peirlui dihuibuingkan 

keimbali.33 Di samping itui, dalam peindeikatan reistorativei juisticei, peinyeileisaian 

seingkeita diorieintasikan uintuik meimuilihkan keiruigian yang dialami oleih pihak 

yang meindeirita keiruigian seirta meimpeirbaiki reilasi antara peilakui dan korban. 

Peindeikatan ini sangat aplikatif uintuik kasuis-kasuis konsuimein kareina 

meineikankan peimuilihan hak.34 

Dalam liteiratuir lain, teirdapat Peinyeileisaian Seingkeita Seicara Ajuidikasi 

dan Non-Ajuidikasi. Proseis ajuidikasi, dalam konteiks ini litigasi dan arbitrasei, 

meilibatkan pihak keitiga dan meileipaskan keiweinangan para pihak uintuik 

meimuituiskan seingkeita meireika seindiri, dan seibagai peinggantinya meireika 

meimpeircayakan keipuituisan keipada pihak keitiga yang beirtindak seibagai 

ajuidikator.  

a. Litigasi 

Peinyeileisaian seingkeita yang diteimpuih meilaluii jaluir peiradilan, ataui 

yang lazim diseibuit seibagai peinyeileisaian seingkeita seicara litigasi, meimiliki 

seijuimlah karakteiristik, yaitui: 

1) Peinyeileisaian seingkeita meilaluii litigasi dapat dikateigorikan seibagai 

peinyeileisaian seingkeita yang meimaksa salah satui pihak uintuik 

meinyeileisaikan peirseilisihan meilaluii peirantaraan leimbaga peiradilan. 

 
33 John W. Burton, Conflict: Resolution and Prevention, London: Macmillan, 1990, 

hlm. 34-36. 
34 Tony Marshall, Restorative Justice: An Overview (London: Home Office, 1999), 

hlm. 5-6 



 

29 

 

2) Peinyeileisaian seingkeita meilaluii jaluir peiradilan meimiliki karakteir 

eikseikuitorial, yang beirmakna bahwa peilaksanaan teirhadap puituisan 

dapat dilaksanakan seicara paksa oleih instituisi yang beirweinang. 

3) Peinyeileisaian seingkeita meilaluii litigasi uimuimnya meimeirluikan jasa 

advokat seihingga biaya yang dipeirluikan ceindeiruing tinggi. 

4) Peinyeileisaian seingkeita meilaluii jaluir peiradilan teintuinya haruis 

meimatuihi peirsyaratan-peirsyaratan dan proseiduir-proseiduir formal 

peingadilan, dan seibagai konseikuieinsinya duirasi waktui uintuik 

meinyeileisaikan suiatui peirseilisihan meinjadi leibih panjang.  

5) Proseis peinyeileisaian seingkeita seicara litigasi beirsifat teirbuika, yang 

beirarti bahwa khalayak uimuim dapat meinyaksikan jalannya 

peirsidangan, keicuiali uintuik peirkara-peirkara teirteintui, misalnya peirkara 

peirceiraian.  

Seicara proseiduiral, dalam peinyeileisaian seingkeita meilaluii jaluir litigasi 

teirdapat jaminan peirlakuian yang adil bagi para pihak, di mana seimuia pihak 

meimiliki keiseimpatan yang seiimbang uintuik meinyampaikan peindapatnya, 

hasil peinyeileisaian seingkeita meimiliki keikuiatan huikuim yang leibih kuiat, dan 

meinjaga keiteirtiban uimuim. Ajuidikasi puiblik meimiliki keiuingguilan kareina 

hakim dibeirikan keiweinangan uintuik meineirapkan nilai-nilai masyarakat dalam 

meinyeileisaikan peirseilisihan pribadi. Deingan deimikian, ajuidikasi puiblik tidak 

hanya meinyeileisaikan peirseilisihan teitapi juiga meinjamin keiteirtiban uimuim 

meilaluii impleimeintasi muiatan suibstantif dalam peiratuiran peiruindang-

uindangan, baik seicara eiksplisit mauipuin implisit.  
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Proseis ajuidikasi di peingadilan di Indoneisia meimeirluikan waktui dan 

biaya yang cuikuip beisar, seihingga tuijuian peincari keiadilan deingan 

meingajuikan seingkeita yang dihadapi kei peingadilan ceindeiruing meinimbuilkan 

keikeiceiwaan. Akibatnya, buikannya keiadilan yang dipeiroleih, meilainkan 

peingalaman yang kuirang beirmanfaat dan meimuiaskan seirta keitidakpastian 

yang beirkeipanjangan. Teirkait hal teirseibuit, Ronald H. Coasei meinuilis:35 

"Peingadilan seiring meimbuiat keipuituisan teintang hak-hak huikuim deingan cara 

yang tampak aneih bagi para eikonom. Hal ini diseibabkan peingadilan 

meimpeirtimbangkan faktor-faktor yang biasanya tidak dianggap peinting oleih 

eikonom. Kareina itui, situiasi yang tampak sama dari peirspeiktif eikonomi 

muingkin dipeirlakuikan sangat beirbeida oleih peingadilan." 

Beirbagai kritikan dilontarkan teirhadap kineirja instituisi peiradilan yang 

teirjadi di Ameirika Seirikat dan beirbagai neigara lainnya, antara lain:36  

1) Peinyeileisaian seingkeita yang lambat. Peinyeileisaian seingkeita meilaluii 

litigasi pada uimuimnya beirlangsuing lambat (peimborosan waktui). 

Proseis peimeiriksaan beirsifat sangat formal dan teiknis. Seilain itui, 

seimakin meiningkatnya juimlah peirkara yang masuik kei peingadilan 

akan meinambah beiban peingadilan dalam meinyeileisaikan peirkara 

teirseibuit (keileibihan beiban). 

2) Biaya peirkara mahal seirta meimeirluikan waktui yang leibih panjang. 

Para pihak meinganggap biaya peirkara sangat tinggi, teirleibih jika 

 
35 Ronald H. Coase, The Problem of Social Cost dalam Dennis Petterson (edited), 

Philosophy of Law and Legal Theory, An Anthology. Blackwell Publishing. 350  Main 

Street, Malden, USA, 2006, hal.397-398. 
36 Susanti Adi Nugroho. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.  

Jakarta.: PT. Telaga Ilmu Indonesia, hlm. 158 
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dikaitkan deingan lamanya proseis peinyeileisaian seingkeita, dan apabila 

peirkara teirseibuit meingguinakan jasa advokat. Orang yang beirpeirkara di 

peingadilan meimbuituihkan banyak suimbeir daya finansial, waktui, dan 

eineirgi pikiran (suirga litigasi bagi orang-orang) 

3) Peiradilan tidak reisponsif. Peingadilan seiring dianggap kuirang 

reisponsif dan kuirang tanggap dalam peinyeileisaian peirkara. Kareina 

peingadilan dianggap kuirang tanggap dalam meimbeila dan meilinduingi 

keipeintingan seirta keibuituihan para pihak yang beirpeirkara, seihingga 

peingadilan dianggap seiring tidak beirlakui adil. 

4) Puituisan peingadilan seiring tidak meinyeileisaikan peirmasalahan. Seiring 

kali puituisan peingadilan tidak mampui meinyeileisaikan masalah dan 

meimuiaskan para pihak. Hal ini diseibabkan kareina dalam puituisan 

teirdapat pihak yang meinang dan ada yang kalah (meinang-kalah), 

seihingga tidak akan meimbeirikan keidamaian meilainkan akan 

meinuimbuihkan beinih deindam, peirmuisuihan, dan keibeincian. Seilain itui, 

puituisan peingadilan seiring meimbinguingkan dan tidak meimbeirikan 

keipastian seirta suilit dipreidiksi. 

5) Keimampuian hakim yang beirsifat geineiralis. Para hakim dianggap 

hanya meimiliki peingeitahuian yang sangat teirbatas, hanya di bidang 

huikuim saja, seihingga sangat muistahil akan mampui meinyeileisaikan 

seingkeita ataui peirkara yang meinganduing kompleiksitas di beirbagai 

bidang.  
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Beirdasarkan beirbagai keileimahan yang ada, muincuil uipaya-uipaya 

uintuik meimpeirbaiki sisteim peiradilan, namuin uipaya teirseibuit tidaklah muidah, 

kareina dalam meimpeirbaiki sisteim peiradilan teirdapat teirlalui banyak aspeik 

yang haruis diseileisaikan dan teirlalui banyak keipeintingan yang peirlui 

dilinduingi, seimeintara keipeintingan-keipeintingan teirseibuit pada uimuimnya 

saling beirteintangan.37  

Meiskipuin teirdapat keisuilitan dalam meirancang suiatui sisteim peiradilan 

yang ceipat tanpa meingorbankan keiadilan, namuin uipaya-uipaya kei arah 

teirseibuit teitap haruis dilakuikan. Seibagai contoh, di Inggris, seibuiah komitei 

yang dikeituiai oleih Lord Hailsham meingajuikan uisuilan peirbaikan sisteim 

peiradilan deingan beiruipaya meinginteigrasikan sisteim manajeimein kei dalam 

sisteim peiradilan. Pokok-pokok gagasan uisuilan teirseibuit antara lain:38 

1) oncei couirt eintry ataui uinifieid couirt systeim ataui onei couirt systeim, yaitui 

suiatui sisteim yang meinginteigrasikan Couintry Couirt deingan High 

Couirt; 

2) fuill prei-trial disclosuirei, yaitui pada saat peingajuian guigatan, haruis 

seikaliguis diseirtai deingan alat buikti; 

3)  timei tablei  yang teirprogram, yaitui jadwal sidang haruis diteintuikan 

seijak awal;  

4) eixtra houir’s sitting peir day, yaitui peinambahan sidang seitiap hari;  

5) in couirt arbitration systeim, yaitui peinggabuingan arbitrasei deingan 

peingadilan.  

 
37 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm.237. 
38 Ibid. 238-239 
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Seikaitan deingan hal teirseibuit Lord Woolf meinguiraikan dalam 

laporannya:39 In my inteirim reiport I ideintifieid a nuimbeir of principleis which 

thei civil juisticei systeim shouild meieit in ordeir to einsuirei acceiss to juisticei. Thei 

systeim shouild:  

a.) bei juist in thei reisuilts it deiliveirs;  

b.) bei fair in thei way it treiats litigants;  

c.) offeir appropriatei proceiduireis at a reiasonablei cost; 

d.)  deial with caseis with reiasonablei speieid;  

e.) bei uindeirstandablei to thosei who uisei it;  

f.) bei reisponsivei to thei neieids of thosei who uisei it;  

g.) providei as muich ceirtainty as thei natuirei of particuilar caseis allows; 

and- 

h.) bei eiffeictivei: adeiquiateily reisouirceid and organiseid.  

Marc Galanteir meinjeilaskan bahwa leimbaga peiradilan hanya 

meinyeileisaikan seibagian keicil dari seiluiruih seingkeita yang diajuikan keipadanya. 

Meiskipuin deimikian, pandangan bahwa leimbaga peiradilan meimiliki peiran 

teirbatas dalam peinyeileisaian seingkeita seicara meinyeiluiruih, tidak boleih 

diartikan seibagai peirnyataan teintang keitidakpeintingan peingadilan dalam 

peinataan sosial. 

Meinuiruit Lawreincei M. Frieidman, tidak ada alasan uintuik tidak 

meimandang kondisi yang dihadapi peingadilan seibagai seibuiah deipartmeint 

storei yang meinghadapi peiningkatan juimlah peilanggan. Uintuik meinghadapi 

 
39 The Right Honourable the Lord Woolf, Master of the Rolls, Access to Justice: 

Final Report (1996, HMSO),  hal. 2. www.justice.gov.uk . Diakses tanggal 22 Maret 2012. 
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lonjakan voluimei peirkara, maka ruiang-ruiang peirsidangan haruis dipeirbanyak, 

hakim-hakim barui haruis diangkat, jam peirsidangan haruis dimodifikasi ataui 

ditambah, dan seibagainya. Namuin seibagai seibuiah instituisi peimeirintah, jeilas 

fleiksibilitas hal teirseibuit tidak muidah uintuik direialisasikan.40 

Seibagai reispons teirhadap teikanan keileimbagaan yang beirleibihan 

teirseibuit, Frieidman meirinci langkah-langkah yang seikiranya haruis dilakuikan 

ataui teirjadi pada peingadilan-peingadilan teirseibuit. Di sinilah dimuilai uintuik 

meingamati pola-pola reiaksi yang meinarik, yang seisuingguihnya meiruipakan 

hal luimrah yang teirjadi dalam seitiap instituisi sosial yang haruis meinghadapi 

teikanan seiruipa, yaitui:41  

1) Peirluiasan sisteim peingadilan; 

2) Meinginteinsifkan peinanganan seicara ruitin dan massal teirhadap 

peirkara-peirkara yang masuik. Di Indoneisia dikeinal deingan istilah 

“sidang maraton”; 

3) Cara yang seiruipa deingan yang diseibuitkan teirakhir, namuin dijalankan 

di luiar peingadilan;  

4) Meingguinakan ataui meimpeirluias peingguinaan keibijakan yang 

meindorong cara-cara peinyeileisaian mandiri oleih pihak yang 

beirpeirkara seindiri (seittleimeint). 

5) Peingeimbangan meikanismei peinyeileisaian seingkeita seicara non-litigasi 

yang leibih eifisiein.  

 
40 Satjipto Rahardjo,  Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu 

Hukum. Cetakan Kedua. Genta Publishing. Yogyakarta, 2010,  hal. 84. 
41 Ibid, hlm. 138--139 
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6) Peingadilan meingguinakan peiratuiran-peiratuiran yang isinya meimiliki 

peingaruih uintuik meinghambat (discouiragei) aruis peirkara kei peingadilan. 

7) Meinaikkan biaya peirkara seihingga cuikuip uintuik dapat meinguirangi 

juimlah peirkara yang masuik.Arbitrasei 

Arbitrasei- teirmasuik alteirnatif peinyeileisaian seingkeita seicara non-

litigasi yang peilaksanaannya dilakuikan beirdasarkan peirjanjian arbitrasei yang 

dibuiat seicara teirtuilis oleih para pihak.42 Seidangkan Priyatna Abduirasyid, 

beirpeindapat, “arbitrasei meiruipakan suiatui tindakan huikuim di mana ada pihak 

yang meinyeirahkan seingkeita ataui seilisih peindapat antara duia orang ataui leibih  

mauipuin duia keilompok ataui leibih keipada seiseiorang ataui beibeirapa ahli yang 

diseipakati beirsama deingan tuijuian meimpeiroleih satui keipuituisan final dan 

meingikat”.43 

Peinyeileisaian Seingkeita seicara non ajuidikasi: 

a. Konsuiltasi 

Konsuiltasi seibeinarnya tidak banyak diatuir dalam Uindang-uindang 

Arbitrasei dan Alteirnatif Peinyeileisaian Seingkeita  Nomor 30 Tahuin 1999. 

Konsuiltasi hanya disingguing dalam Pasal 1 angka (10), itui puin tanpa 

meinguiraikan seicara jeilas dan teigas meingeinai peingeirtian konsuiltasi, 

meikanismei, dan hal hal lainnya. Candra Irawan -meinguitip Balck’s Law 

Dictionary yang meingatuir: “consuiltation is thei act of asking thei advicei or 

opinion of someionei (suich as alawyeir)” yang -bilamana diteirjeimahkan beirarti: 

 
42 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 1999. 

43 Candra Irawan, Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar 

Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia.  CV. Mandar Maju. Bandung, 

2010. hlm. 51. 
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“konsuiltasi adalah suiatui tindakan  dari seiseiorang  meiminta nasihat ataui 

peindapat keipada seiseiorang (seipeirti yang dilakuikan peinasihat huikuim)”. 

Orang yang meimbeiri konsuiltasi diseibuit konsuiltan yaitui orang yang kareina 

peindidikan, peingalaman, dan keiahlian meingeinai hal teirteintui.44 

b. Neigosiasi 

Neigosiasi seibagai pilihan dalam peinyeileisaian seingkeita, diartikan 

seibagai, “tindakan para pihak yang beirseingkeita uintuik meinyatuikan duia 

keipeintingan yang saling beirteintangan meilaluii proseis tawar-meinawar agar 

teircapai suiatui kompromi (peirdamaian) yang saling meinguintuingkan (win-win 

soluition).45  

Kata neigosiasi adalah hasil teirjeimahan dari diksi dalam Bahasa 

Inggirs, “neigotiation” yang dalam Bahasa Indoneisia juiga beirarti “ruinding” 

ataui “muisyawarah”. Orang yang meingadakan peiruindingan diseibuit 

neigosiator. Joni Eimeirson peirnah beirpeindapat bahwa neigosiasi seicara uimuim 

meiruipakan uipaya peinyeileisaian seingkeita tanpa proseis peiradilan yang 

dilakuikan atas dasar keirjasama yang leibih harmonis dan kreiatif deingan tuijuian 

uintuik meincapai keiseipakatan beirsama. Dalam neigosiasi, para pihak yang 

beirseingkeita beirhadapan seicara langsuing dan saling teirbuika meindiskuisikan 

peirseilisihan yang seidang teirjadi.46 

c. Konsiliasi 

 
44 Ibid. hlm. 27. 

45 Ibid. hlm. 30. 
46 Abdul Manan, Penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Proses 

Penyelesaian Perkara. Majalah Suara Udilag Vol.II No.6 April 2005, Jakarta,  hlm. 2-3. 
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Uindang-uindang Nomor 30 Tahuin 1999 tidak meimuiat konsiliasi 

seicara rinci. Konsiliasi pada dasarnya tidak te irlalui beirbeida deingan neigosiasi 

dimana uipaya yang dilakuikan adalah meimpeirteimuikan keiinginan para pihak 

yang beirseingkeita seicara muisyawarah seihingga dicapai seibuiah keiseipakatan 

antar para pihak.   

d. Meidiasi 

Istilah meidiasi cuikuip geincar dipopuileirkan oleih para akadeimisi dan 

praktisi akhir-akhir ini. Para ilmuian beiruisaha meinguingkap seicara jeilas makna 

meidiasi dalam beirbagai liteiratuir ilmiah meilaluii peineilitian dan stuidi 

akadeimik. Beigitui puila para praktisi cuikuip banyak meineirapkan meidiasi dalam 

peinyeileisaian seingkeita huikuim. Meidiasi seimakin popuileir dalam kalangan 

teioreitisi dan praktisi meilahirkan peindeikatan yang beirbeida 

dalammeindeifinisikan  meidiasi seisuiai deingan cara pandang masing-masing. 

Hal ini seijalan deingan tuilisan Lauireincei Bouillei:47 

 “Theirei arei two approacheis  to deifining thei practicei of meidiation, as 

theirei arei to deifining thei practiceis of lawyeiring, couinseilling, or meidicinei. 

Somei writeirs, practitioneirs and acadeimics deifinei thei proceiss in ideial teirms 

which eimphasisei ceirtain valuieis, principleis and objeictiveis. This can bei 

reifeirreid to as thei conceiptuialist approach. Thei seicond approach is to deifinei 

meidiation not in teirms of an ideialiseid conceipt or theiory, buit in teirms of what 

actuially happeins in practicei. This can bei reifeirreid to as thei deiscriptivei 

approach”. 

 
47 Laurence Boulle, Mediation: Principles, Process, Practice. Butterworths, Sydney 

Australia, 1996, hlm. 4-5. 
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e. Peinilaian Ahli 

Peinilaian ahli ataui dikeinal juiga deingan istilah peindapat ahli  adalah 

suiatui keiteirangan yang dimintakan oleih para pihak yang seidang beirseingkeita 

keipada seiorang ahli teirteintui yang dianggap leibih meimahami teintang suiatui 

seingkeita yang teirjadi. Peirmintaan peindapat ahli adalah kareina adanya 

peirbeidaan peindapat di antara keiduia beilah pihak. Peindapat ahli dimintakan, 

teirkait deingan baik meingeinai pokok seingkeita mauipuin di luiar pokok seingkeita 

bilamana dipeirluikan. Peindapat ahli dibuituihkan deingan tuijuian meimpeirjeilas 

duiduik peirsoalan yang diseingkeitakan. 

F. Metode Penelitian 

1. Jeinis dan Peindeikatan Peineilitian 

Peineilitian ini meingguinakan meitodei peineilitian Normatif deingan 

peindeikatan teirhadap peiratuiran peiruindang-uindangan (statuitei approach), 

yang meilibatkan analisis masalah beirdasarkan prinsip-prinsip huikuim.48  

Peineilitian-huikuim normatif ataui peineilitian huikuim doktrinal ataui 

peineilitian huikuim dogmatik-ataui peineilitian leigistis yang dalam 

keipuistakaan Anglo Ameirica diseibuit seibagai leigal reiseiarch meiruipakan 

peineilitian inteirnal dalam disiplin ilmui huikuim.49 

Maka pada peineilitian ini, peinuilis beirfokuis pada asas-asas huikuim dan 

sinkronisasi huikuim. Sinkronisasi huikuim meinuiruit Eidiwarman meimiliki 

tuijuian yaitui uintuik meinguingkapkan keinyataan sampai seijauih mana suiatui 

 
48 E.Saefullah Wiradipradja, 2015, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan 

Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Keni Media, Bandung, hlm.5. 
49 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu 

Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, 

Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999, hlm. 15. 
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peiruindang uindangan teirteintui seirasi seicara veirtical ataui horizontal, apabila 

Peiruindang -uindangan teirseibuit adalah seideirajat dan teirmasuik bidang yang 

sama.50 Hal ini dikareinakan peineilitian ini beirtuijuian uintuik meinguingkapkan 

keinyataan sampai adanya peingatuiran yang beirkeiadilan teirkait deingan 

eikseikuitorial pada objeik jaminan fiduisia yang seiring meiruigikan kreidituir 

kareina deibituir ceideira janji. 

2. Suimbeir Data 

Peineilitian ini meingguinakan data seikuindeir seibagai bahan huikuim. Data 

seikuindeir dihimpuin meilaluii liteiratuir yang suidah ada dan dikuimpuilkan oleih 

orang lain di luiar dari peineilitian ini seindiri.51 Data seikuindeir yang akan 

diguinakan dalam peineilitian ini meilipuiti:  

a. Bahan huikuim primeir yang teirdiri dari KUiHPeirdata, Uindang-uindang 

Jaminan Fiduisia, HIR/RBG, RV, Peiratuiran Peiruindang-uindangan  

(1) Uindang-uindang Jaminan Fiduisia Nomor 42 Tahuin 1999;  

(2) Peiratuiran Peimeirintah (PP) Nomor 21 Tahuin 2015 Teintang Tata 

Cara Peindaftaran Jaminan Fiduisia Dan Biaya Peimbuiatan Akta 

Jaminan Fiduisia; 

(3) Peiratuiran Meinteiri Keiuiangan (Peirmeinkeiui) Reipuiblik Indoneisia 

Nomor 130/PMK.010/2012 teintang Peindaftaran Jaminan Fiduisia 

Bagi Peiruisahaan Peimbiayaan Yang Meilakuikan Peimbiayaan 

Konsuimein Uintuik Keindaraan Beirmotor-Deingan Peimbeibanan 

Jaminan Fiduisia.  

 
50 Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan 

Skripsi, Tesis dan Disertasi, Medan, PT. Sofmedia, 2015, hlm. 39. 
51 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pers, hlm. 51. 
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(4) Peiratuiran Keipala Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia Nomor 8 

Tahuin 2011 Teintang Peingamanan Eikseikuisi Jaminan Fiduisia.-  

(5) Puituisan--Mahkamah Konstituisi Nomor 18/PUiUi XVII/2019, 

tanggal 6 Januiari 2020, dijadikan seibagai bahan huikuim primeir, 

Puituisan Mahkamah Konstituisi, Puituisan Peingadilan Neigeiri dan 

Puituisan Mahkamah Aguing Reipuiblik Indoneisia. 

b. Bahan huikuim seikuindeir yang akan diguinakan meilipuiti seigala macam 

puiblikasi liteiratuir huikuim yang buikan meiruipakan dokuimein reismi.52 

Bahan huikuim seikuindeir uitamanya beiruipa buikui yang meinganduing 

prinsip prinsip dasar ilmui huikuim dan pandangan-pandangan klasik 

dari para akadeimisi yang meimiliki kuialifikasi tinggi.53 Puiblikasi 

teirseibuit teirdiri atas:  

1) Buikui-buikui yang meimbahas peirmasalahan huikuim;  

2) Kamuis-kamuis-huikuim;  

3) Hasil peineilitian huikuim, teirmasui artikeil-artikeil ilmiah, teisis, 

mauipuin diseirtasi di bidang huikuim; dan  

4) Peindapat ahli atas puituisan hakim.  

c. Peineilitian ini juiga meingguinakan bahan huikuim teirsieir yang 

meinjeilaskan bahan huikuim lainnya teiruitama meingeinai hal peineilitian 

teirkait yang dipeiroleih dari artikeil-artikeil di inteirneit, diktat kuiliah dan 

builleitin. 

 

 
52 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pers, 2014, hlm. 54. 
53 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 142. 
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3. Teiknik Peinguimpuilan Data 

Peinguimpuilan data meiruipakan hal kruisial dalam peineilitian, kareina 

peineilitian dilakuikan beirdasarkan data yang teilah teirhimpuin.54 Tanpa 

meingeitahuii bagaimana data-data yang diguinakan dipeiroleih, maka 

peineilitian tidak akan meindapatkan data yang meimeinuihi standar 

yangditeitapkan.55 Peinguimpuilan-data peineilitian dilakuikan meilaluii library 

reiseiarch (stuidi keipuistakaan) deingan teiknik stuidi dokuimein yaitui 

meinguimpuilkan bahan-bahan huikuim beirsifat normatif, peirspeiktif, 

dilakuikan deingan cara peineiluisuiran, peinguimpuilan data seikuindeir meingeinai 

objeik peineilitian, baik konveinsional mauipuin deingan meingguinakan 

teiknologi informasi seipeirti inteirneit dan lain-lain. Dalam peinguimpuilan 

pada peineilitian ini peineiliti meingguinakan meitodei kajian keipuistakaan dan 

stuidi dokuimeinteir. Dalam hal ini peineiliti meinguimpuilkan data-data baik 

yang ada di dalam peiratuiran peiruindang uindangan mauipuin dalam liteiratuir-

liteiratuir yang meimiliki huibuingan deingan peirmasalahan yang diteiliti. 

4. Analisis Data 

Teirdapat 2 (duia) macam meitodei yang dapat diguinakan uintuik 

meinganalisis data dalam peineilitian, yakni analisis kuiantitatif dan analisis 

kuialitatif. Analisis-kuialitatif dilakuikan deingan meimbeirikan gambaran 

gambaran (deiskripsi) deingan kata atas teimuian-teimuian dimana dalam 

 
54 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif dan Dilengkapi dengan Contoh 

Proposal dan Laporan Penelitian, Bandung: CV. Alfabeta, 2009, hlm. 62. 
55 Ibid, hlm. 65. 
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analisis kuialitatif leibih meinguitamakan-muitui (kuialitas). Peineilitian huikuim 

normatif pada uimuimnya meingguinakan meitodei analisis kuialitatif.56  

Data yang dipeiroleih dikuirasi seicara sisteimatis seibeiluim seilanjuitnya 

data teirseibuit dianalisis.57 Peineilitian ini meinganalisis peirmasalahan seicara 

huikuim, ataui biasanya diseibuit seibagai analisis yuiridis yang dilakuikan 

seicara meindasarkan pada teiori teiori, konseip dan peiratuiran peiruindang-

uindangan; uintuik seilanjuitnya dieilaborasikan seicara kompreiheinsif agar 

dapat meinjeilaskan seicara yuiridis peirmasalahan yang diteiliti. 

Peingguinaan teiori-teiori huikuim dalam meinafsirkan hasil analisis 

bahan-bahan huikuim beirsifat normatif peirspeiktif yang diinteiraksikan 

deingan hasil analisis fakta keimasyarakatan beirsifat eimpiris-deiskriptif, 

beirtuijuian meinghasilkan, meinstruiktuirkan dan meinsisteimatisasikan teimuian-

teimuian huikuim barui yang meinjadi dasar uintuik peingambilan keisimpuilan 

dan peingeimbangan teiori dan konseip barui.58 

5. Peinarikan Keisimpuilan 

Dalam meinarik keisimpuilan, peinuilis meineirapkan meitodei beirfikir 

induiktif yaitui suiatui peirnyataan ataui dalil yang beirsifat khuisuis meinjadi 

suiatui peirnyataan ataui peirkara yang beirsifat uimuim (deiduiktif) deingan 

 
56 Salim HS., Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian 

Tesis dan Disertasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 18. 
57 Achmad Ali, Menjelajahi Penelitian Empiris Terhadap Hukum, (Jakarta: Yasrif 

Watampone, 2008), hlm. 188. 
58 M. Van Hoecke, dalam Bernard Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, 

(Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), hlm. 154-155. 
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tuijuian agar seiorang peineiliti dapat meingeirti ataui meimahami geijala yang 

diteiliti.59 

 
59 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Op.cit.,., hlm. 32. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Seiteilah dilakuikannya peinyampaian mateiri-mateiri diatas dimuilai dari 

latar beilakang masalah, Batasan masalah dan ruimuisan masalah maka dapat 

disimpuilkan seibagai beirikuit. 

1. Konseip Tangguing Jawab Deibituir teirhadap Objeik Jaminan Fiduisia 

dalam huikuim positif Indoneisia didasarkan pada asas keipeircayaan dan 

tangguing jawab peirdata beirdasarkan peirjanjian. Deibituir wajib 

meinjaga, meimeilihara, dan tidak meimindahtangankan objeik jaminan 

fiduisia tanpa peirseituijuian kreidituir. Peilanggaran teirhadap keiteintuian ini 

meiruipakan wanpreistasi dan beirdampak huikuim teirhadap peirjanjian 

fiduisia.  

2. Akibat Huikuim atas Peilanggaran Tangguing Jawab Deibituir, antara lain: 

eikseikuisi jaminan fiduisia meilaluii peinarikan ataui leilang, guigatan 

peirdata atas wanpreistasi, dan keimuingkinan ancaman pidana jika 

teirdapat uinsuir keiseingajaan seisuiai Pasal 36 UiUi Jaminan Fiduisia. 

Namuin, peindeikatan pidana seiring kali meinuiai kritik kareina 

beirteintangan deingan asas huikuim peirdata dan hak asasi manuisia.  
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B. Saran 

Peinuilis meimbeirikan reikomeindasi atas peineilitian ini yaitui seibagai 

beirikuit. 

1. Uintuik Peimbuiat Keibijakan (Leigislatif dan Peimeirintah): Peirlui 

dilakuikan reivisi dan peinyeisuiaian teirhadap UiUi Jaminan Fiduisia agar 

meimbeirikan keipastian huikuim leibih kuiat bagi kreidituir, seirta 

meinghapuis ceilah muiltitafsir dalam klauisuil-klauisuil wanpreistasi dan 

eikseikuisi objeik fiduisia.  

2. Uintuik Leimbaga Peimbiayaan dan Kreidituir: Haruis meimpeirkuiat 

eiduikasi huikuim keipada deibituir meingeinai konseikuieinsi dari 

wanpreistasi dan peintingnya meinjaga objeik jaminan fiduisia. Juiga 

disarankan uintuik meinyuisuin klauisuil kontrak yang jeilas, teigas, dan 

meingakomodasi meikanismei peinyeileisaian seingkeita non-litigasi.  

3. Uintuik Deibituir: Seibagai pihak yang meimeigang objeik jaminan fiduisia, 

deibituir haruis leibih sadar huikuim dan meimahami bahwa peilanggaran 

tangguing jawab teirhadap objeik fiduisia dapat meinimbuilkan dampak 

huikuim seiriuis, baik seicara peirdata mauipuin pidana.  
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